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PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2019/PA.Skg
- ""/ l
PNE=TIB 5 1PV PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah
yang diajukan oleh :

Ambo Sakka bin Nurung, tempat tanggal lahir Topai, 05 Juli 1969, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat
kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Indo Suhera binti Muslimin, tempat tanggal lahir Peneki, 01 Juli 1971, agama
Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla,

Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon | dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |1l dalam surat
permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan Nomor
514/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengaku telah melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam pada bulan Desember tahun 1986, Peneki,

Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
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2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Muslimin;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon II adalah Imam
Kelurahan Peneki yang bernama Mahmude dan yang menjadi saksi adalah Dg.
Palallo dan Dg. Mangenre dengan mahar 80 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon | pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka
sedang Pemohon Il berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il tinggal
di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama Ahmad Alipuddin, Ahmad
Akbar, Nur Idah, Nur Hikma Rahmah dan Nur Alifa Azzahra;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut dan selama itu pula
Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai Kutipan Akta
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo,
Oleh karenanya Pemohon | dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti
sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang,
guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga Baru
dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dengan Pemohon IlI.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | Ambo Sakka bin Nurung
dengan Pemohon Il Indo Suhera binti Muslimin yang dilaksanakan
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pada Islam pada bulan Desember tahun 1986, Peneki, Kelurahan
Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang
adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon 1l telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan
penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon | dan Pemohon
Il telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu keluarga atas hama Ambo
Sakka bin Nurung nomor 7313032603130003 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterei cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il juga
menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Munsar bin Muh. Nur Saleh, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam
Kelurahan Peneki , tempat kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan
Takkalalla Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah Tetangga Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengaku telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Desember
tahun 1986, Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten
Wajo;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam Kelurahan Peneki yang bernama Mahmude, wali nikah pada waktu
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Ayah Kandung

Pemohon Il yang bernama Muslimin;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Palallo dan
Dg. Mangenre;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
mahar 80 real;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan
antara Pemohon | dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar’i,
maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun
menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal dan
membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Peneki, Kelurahan
Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai 5
orang anak bernama Ahmad Alipuddin, Ahmad Akbar, Nur Idah, Nur Hikma
Rahmah dan Nur Alifa Azzahra;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il
tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon | tidak mempunyai isteri lain
selain Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah untuk

Mengurus Kartu Keluarga Baru dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Rosmiati binti Makki, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada ,
tempat kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla
Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon 1l karena saksi

adalah Tante Pemohon II;
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- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengaku telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Desember
tahun 1986, Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten
Wajo;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam Kelurahan Peneki yang bernama Mahmude, wali nikah pada waktu
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Ayah Kandung
Pemohon Il yang bernama Muslimin;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Palallo dan
Dg. Mangenre;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
mabhar 80 real;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan
antara Pemohon | dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syar’i,
maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun
menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal dan
membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Peneki, Kelurahan
Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai 5
orang anak bernama Ahmad Alipuddin, Ahmad Akbar, Nur Idah, Nur Hikma
Rahmah dan Nur Alifa Azzahra;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il
tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon | tidak mempunyai isteri lain

selain Pemohon II;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah untuk

Mengurus Kartu Keluarga Baru dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon II menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat
di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan
penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah
Agung Republik Indonesia Buku Il Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7
ayat (2) dan (3) butir () Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa
bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il
merupakan bukti autentik, bermaterei cukup dan cocok dengan aslinya,
membuktikan bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il telah membentuk sebuah
rumah tangga dan telah diakui tinggal di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah

memenuhi syarat materil;
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Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis
Hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon | dan Pemohon Il telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung
di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang
secara hukum untuk menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara
satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon IlI, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I
dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon | dan Pemohon II, Majelis Hakim
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan pada
bulan Desember tahun 1986, Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam
Kelurahan Peneki yang bernama Mahmude, yang menjadi wali nikah adalah
Ayah Kandung Pemohon Il yang bernama Muslimin dengan mahar 80 real di
bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Dg. Palallo dan Dg.
Mangenre;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubungan
darah atau semenda, tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang
menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta
Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Takkalalla, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
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Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan
pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il berdasarkan
fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam, maka
syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon | dan Pemohon
Il adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun
nikah terdiri dari :

1) Calon suami;

2) Calon isteri;

3) Wali nikah;

4) Dua orang saksi dan
5) ljab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli figh dari
kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab “Al-Figh ‘alaa Al-Mazaahib Al-Arba’ah”
karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih

menjadi pendapat majelis, yaitu :

Ay e Q'l A | .‘.3, Tog d__=ais -.‘—3;\:4" e S‘”Q S_;'
N Ca

e <41 ey

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang
saksi dan ijab gabul’.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan sesuai dengan
syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal
14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan
perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab IV Pasal 36 sampai dengan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah terbukti, beralasan dan
berdasar hukum, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan

perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon |, Ambo Sakka bin Nurung

dengan Pemohon Il Indo Suhera binti Muslimin yang dilaksanakan pada
bulan Desember tahun 1986, di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo;

3. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang
pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal
28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah,S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H Dra. Hj. Heriyah,S.H., M.H.
Hakim Anggota,
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Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 250.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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